BUPATI BANTUL
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR     15    TAHUN 2008

TENTANG
TUNJANGAN LAUK PAUK BAGI ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANTUL
BUPATI BANTUL,

	Menimbang:
	a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas Polisi Pamong Praja di bidang ketentraman, ketertiban dan penegakan Peraturan Daerah, perlu meningkatkan kesejahteraan bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja dengan memberikan tunjangan penghasilan di luar gaji;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Tunjangan Lauk Pauk bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul;



	Mengingat :
	1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2008;
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2008;

10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2008;
11. Keputusan Bupati Bantul Nomor 145 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Satuan Polisi Paong Praja Kabupaten Bantul;



	Memperhatikan :
	1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 1990 tentang Pembinaan dan Penataan Satuan Polisi Pamong Praja;

2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 33.1/507/PUOD Tahun 1995 perihal Pembinaan Polisi Pamong Praja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I dan Tingkat II;



	MEMUTUSKAN :



	Menetapkan
	· 

	KESATU
	· Tunjangan Lauk Pauk bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul sebesar Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) setiap bulan per orang.



	KEDUA
	· Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2008.



	KETIGA
	· Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini maka Keputusan Bupati Bantul Nomor 245 Tahun 2007 tentang Tunjangan Lauk Pauk bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul dinyatakan tidak berlaku lagi.



	KEEMPAT
	· Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2008.


Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI
Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepda Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimwa Yogyakarta;

2. Kepala Biro Hukum Setda. Propinsi DIY;

3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;

4. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Bantul;

5. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;

6. Kepala Bagian Keuangan Setda. Kabupaten Bantul;

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

BUPATI BANTUL
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR            TAHUN 2008

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN KETERTIBAN UMUM 

DI KABUPATEN BANTUL
BUPATI BANTUL,

	Menimbang:
	a. bahwa dalam rangka meningkatkan ketertiban umum di Kabupaten Bantul perlu upaya peningkatan pemahaman terhadap peraturan daerah, tantangan, hambatan dan gangguan yang berkembang dalam masyarakat; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Pembinaan Ketertiban Umum di Kabupaten Bantul; 



	Mengingat :
	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2008;
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2008;

20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2008;
21. Keputusan Bupati Bantul Nomor 145 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Satuan Polisi Paong Praja Kabupaten Bantul;



	Memperhatikan :
	1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 1990 tentang Pembinaan dan Penataan Satuan Polisi Pamong Praja;

2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 33.1/507/PUOD Tahun 1995 perihal Pembinaan Polisi Pamong Praja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I dan Tingkat II;



	MEMUTUSKAN :



	Menetapkan
	· 

	KESATU
	· Tunjangan Lauk Pauk bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul sebesar Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) setiap bulan per orang.



	KEDUA
	· Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2008.



	KETIGA
	· Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini maka Keputusan Bupati Bantul Nomor 245 Tahun 2007 tentang Tunjangan Lauk Pauk bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul dinyatakan tidak berlaku lagi.



	KEEMPAT
	· Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2008.


Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI
Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepda Yth. :

7. Gubernur Daerah Istimwa Yogyakarta;

8. Kepala Biro Hukum Setda. Propinsi DIY;

9. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;

10. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Bantul;

11. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;

12. Kepala Bagian Keuangan Setda. Kabupaten Bantul;

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

